





A. Latar Belakang Masalah 
Kaum difabel merupakan kalangan minoritas di manapun mereka berada. 
Setiap negara memiliki permasalahan tersendiri terkait keberadaan kaum 
difabilitas. Banyak kemudian aturan yang dibuat oleh pemerintah negara dalam 
mengatasi permasalahan kaum difabel yang termarjinalkan dan terpuruk karena 
kurang mendapatkan aksesibilitas serta perhatian secara khusus dari segala 
aspek. Kemudian muncul tuntutan-tuntutan serta seruan rakyat terkhususkan 
mereka para difabilitas yang berkeinginan untuk penyamarataan hak-hak kaum 
difabel sebagai bagian dari masyarakat umum yang hidup bersandingan dengan 
manusia yang terlahir normal pada umumnya. Mereka menuntut hak dalam 
berbicara di ranah publik, mereka menuntut hak untuk beraspirasi, mereka 
menuntut untuk aksesibilitas, mereka menuntut untuk diperlakukan sama dengan 
masyarakat yang lainnya (yang bukan penyandang difabel/ normal), mereka 
ingin hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan di setiap sektor baik swasta 
maupun lembaga pemerintah, mereka juga ingin dapat bekerja di perusahaan 
seperti manusia normal lainnya yang bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 
Intinya kaum difabilitas ingin menuntut penyamarataan hak mereka terkait 
setiap kebijakan dari pemerintah yang seharusnya berlaku adil bahkan untuk 
kalangan penyandang difabel. 
Istilah difabel saat ini juga hadir sebagai sebuah wujud pelabelan yang 
baru, yang disahkan melalui kebijakan dalam perundang-undangan pemerintah, 
untuk menggantikan istilah cacat bagi mereka yang terlahir berbeda dengan 
manusia yang normal pada umumnya. Sebelumnya terdapat Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, 
yang di dalamnya mengatur perihal permasalahan penyandang cacat. Namun, 
istilah cacat sangatlah tidak efektif, karena kata cacat hanya digunakan pada 
benda, dan seharusnya tidak dilabelkan pada manusia. Maka, muncullah 
peraturan yang baru yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
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2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sebagai wujud kebijakan yang baru untuk 
mengganti istilah cacat (identik dengan kata ‘rusak’) menjadi disabilitas (ketidak 
mampuan) yang dianggap lebih relevan jika dilekatkan atau dilabelkan pada 
manusia. Namun, setelah diubah istilah menjadi Penyandang Disabilitas, juga 
masih terdapat beberapa kalangan yang masih kurang berkenan dengan istilah 
disabilitas tersebut, terutama dari kalangan pemerhati kaum disabilitas. Hal itu 
disebabkan kata disabilitas berasal dari kata dasar “disable”, yang terdiri dari 
dua kata yaitu, kata ‘dis-’ yang berarti tidak, dan ‘able’ yang berarti mampu, 
maka jika dua kata tersebut digabung menjadi sebuah istilah baru yaitu, 
‘ketidakmampuan’. Sehingga dari kalangan pemerhati ataupun dari kalangan 
disabilitas memiliki sebuah label tersendiri untuk menamai kaum disabilitas 
yaitu, dengan sebutan ‘difabilitas’. Istilah difabilitas sendiri berasal dari kata 
dasar ‘difable’, yang terdiri dari dua kata yaitu, kata ‘dif-’ yang merupakan 
singkatan dari istilah ‘different’ yang berarti berbeda, dan ‘able’ yang berarti 
mampu, sehingga menciptakan sebuah istilah yang baru yaitu, “perbedaan 
kemampuan” yang mereka anggap lebih manusiawi dan tidak mengandung 
unsur diskriminatif. Maka dari itu, peneliti menggunakan istilah “Difabilitas” 
dalam judul maupun dalam penelitian ini, karena sebagai sarana peneliti 
menghormati kaum difabel. 
Selain itu, dalam dunia perindustrian, keterlibatan kaum difabel juga 
masih sangat minim, dan bahkan tidak ada. Padahal sudah ada kebijakan dari 
pemerintah yaitu, pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor: 01.KP.01.15.2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang 
Cacat di Perusahaan, dan juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yang 
kemudian disempurnakan ke dalam peraturan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang 
Penyandang Cacat, pada Pasal 14 disebutkan bahwa, “Perusahaan harus 
mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang 
memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk 
setiap 100 (seratus) orang karyawan”. Tidak hanya itu, pada Undang-Undang 
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Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
pada Pasal 1 Ayat 2 menyatakan tenaga kerja adalah termasuk difabel. Di 
tingkat DIY juga sudah terdapat Perda yaitu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 
Namun, dalam realisasinya masih sangat minim, dengan alasan tidak ada yang 
sesuai kualifikasi bagi penyandang difabilitas untuk mengisi staf pekerja di 
perusahaan yang ada. 
Berdasarkan data yang penulis kutip dari Tribun Jogja tanggal 03 
Desember 2015, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki jumlah 
angka difabilitas sebanyak 25.050 penyandang difabilitas, data tersebut dari 
Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jumlah tersebut 
dengan rincian laki-laki 13.589 orang, dan perempuan 11.461 orang. Dari lima 
daerah kabupaten/kota di DIY, Kulonprogo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, 
Gunungkidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 1.819. Sementara di 
DIY ada 3.708 anak dengan kedifabilitasan. Dikatakan jumlah tersebut 
kemungkinan akan lebih banyak lagi. Terlebih menurut Kasubag Program dan 
Informasi Dinsos DIY, Suyarno data tersebut adalah data penyandang difabilitas 
yang masuk kategori miskin dan membutuhkan bantuan. Sementara tidak ada 
data yang menyebutkan secara pasti berapa jumlah penyandang difabilitas yang 
bekerja. Namun, data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
DIY, saat ini ada 23 perusahaan yang memperkerjakan penyandang difabilitas, 
berdasarkan pemantauan yang dilakukan tiap tahunnya. Perusahaan tersebut 
memiliki latar belakang bidang yang berbeda-beda. Dari data tersebut, tercatat 
ada 122 orang penyandang difabilitas yang sudah bekerja di bidang formal. 
Penelitian terdahulu mengangkat mengenai karakteristik difabel fisik 
(tuna daksa), beberapa di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 
Purnaningtyas (2012) terkait konsep penerimaan diri pada penyandang 
difabilitas fisik karena kecelakaan, penelitian yang lain dilakukan oleh Winasti 
(2012) terkait motivasi berwirausaha pada penyandang difabilitas fisik. Selain 
itu, ada pula yang mengangkat permasalahan difabel dikaji dengan 
menggunakan studi kasus seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nugraha 
(2014) terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi difabel dan 
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implementasinya di PT. Omega Plastics di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya 
penelitian yang sama dilakukan oleh Kusuma (2015) di CV. Sejahtera Abadi dan 
PG. Krebet Baru penelitian dilakukan di Kabupaten Malang, kemudian 
penelitian yang dilakukan oleh Mayrizka (2014) terkait strukturasi implementasi 
kebijakan difabilitas sebuah penelitian studi kasus terhadap kebijakan 
pemberdayaan penyandang difabel di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian terdahulu 
lainnya dilakukan di Yogyakarta seperti yang dilakukan oleh Rahayu dan Dewi 
(2012) yang mengangkat mengenai pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak 
difabilitas di Yogyakarta. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh 
Latuconsina (2014) mengangkat tentang permasalahan difabel yaitu, terkait 
afirmasi kebijakan pemerintah dalam hal fasilitas kerja bagi difabel, serta 
penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Salain (2016) mengenai 
perlindungan hukum bagi pekerja difabel terhadap hak memperoleh pekerjaan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Bertrand, dkk. (2014) mengangkat 
mengenai situasi kaum difabel, pengakuan pekerja difabel di Perancis, sebuah 
upaya pengimplementasian kebijakan pemerintah Perancis untuk mengatasi 
permasalahan kaum difabel terkait hak dalam memperoleh pekerjaan. Penelitian 
selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Cook, dkk. (2016) tentang studi eksplorasi 
inklusi pada penyandang difabel di tempat kerja terkait perlindungan kesehatan, 
menelaah partisipasi difabel dalam dunia kerja dan mengungkap perlindungan 
kesehatan terhadap pekerja difabel di tempat kerja. Berikutnya, penelitian yang 
dilakukan oleh Guimaraes, dkk. (2015) yang mengangkat mengenai adaptasi 
tempat kerja pada pekerja penyandang difabel di perusahaan konstruksi 
bangunan, sebuah studi di perusahaan industri bidang konstruksi bangunan di 
Pernambuco, Brazil, menelaah keterlibatan difabel sebagai pekerja kasar atau 
buruh bangunan dan mengungkap kondisi para pekerja difabel pada perusahaan 
konstruksi bangunan di Pernambuco, Brazil. Kemudian, sebuah penelitian yang 
dilakukan oleh Park, dkk. (2016) di mana penelitiannya bertujuan untuk 
memprediksi tingkat kepuasan masyarakat difabel di lingkungan tempat para 
difabel bekerja, penelitian yang dilakukan di Korea Selatan ini menelaah 
keterlibatan para difabel sebagai karyawan perusahaan dan menitik beratkan 
pada tingkat kepuasan para pekerja difabel di lingkungan kerja tempat mereka 
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bekerja di Korea Selatan. Lalu yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh 
Kessler, dkk. (2011) yang mengangkat mengenai kinerja dari pekerja difabel di 
tempat kerja yang bekerja di bawah tekanan selama 30 hari, sebuah studi analisis 
survei terhadap pekerja difabel. 
Penelitian ini mengangkat mengenai sebuah industri jasa yang dibangun 
dan digerakkan oleh kalangan difabel secara mandiri. Sebuah komunitas yang 
mengangkat kepentingan masyarakat difabel di Yogyakarta, mereka bergerak 
secara independen, “dari, oleh dan untuk masyarakat difabilitas”. Istilah “dari, 
oleh dan untuk masyarakat difabilitas” ini memang karena wadah yang tercipta 
adalah gagasan/ ide dan kreatifitas yang muncul dari masyarakat difabel, 
dibentuk dan dimanajemeni oleh masyarakat difabel, dengan tujuan utama yaitu 
untuk memberdayakan masyarakat difabel dan memfasilitasi kebutuhan 
masyarakat difabilitas di Yogyakarta berkaitan dengan aksesibilitas dan 
mobilitas masyarakat difabel. Penelitian ini juga berfokus pada proses hubungan 
industrial pada sebuah perusahaan industri jasa difabilitas, sedangkan belum 
pernah ada yang mengkaji mengenai hubungan industrial pada perusahan 
industri yang notabene pimpinan dan para pekerja atau karyawan di perusahaan 
tersebut terdiri dari para penyandang difabel dengan karakteristik difabel fisik 
(tuna daksa). Peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul, “Praktik 
Sosial Komunitas Difabel ‘Difa City Tour dan Transport’ dalam Proses 
Hubungan Industrial (Studi Kasus pada Perusahaan Industri Jasa Kreatif Ojek 
Online Kalangan Difabilitas Berbasis Komunitas di Yogyakarta)”. Peneliti 
menggunakan pendekatan studi kasus karena memang objek penelitian dapat 
dikatakan khas dan unik, dan penelitian ini dilakukan di Yogyakarta karena 
memang perusahaan industri jasa ini baru ada satu-satunya di Yogyakarta dan 
baru pertama kali di Indonesia, yaitu terdapat di Yogyakarta. Keunikan lainnya 
yaitu, perusahaan difabel ini bergerak di bidang transportasi darat, dan para 
difabel yang bekerja pada perusahaan ini berprofesi sebagai penyedia layanan 
jasa ojek. Menariknya, untuk pemesanan layanan ojek difabel ini dilakukan 
dengan melalui proses pemesanan via online terlebih dahulu, mirip dengan 
perusahaan “gojek” di Jakarta. Sebuah usaha kreatif yang didirikan oleh seorang 
difabel di Yogyakarta, dan khusus untuk menampung atau mewadahi para 
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difabel yang notabene kesulitan dalam hal memperoleh pekerjaan. Maka dari itu, 
peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut, dan merupakan penelitian 
sumbangan yang baru yang juga terkait dengan permasalahan difabilitas di 
Indonesia dan belum pernah ada yang membahas mengenai hal tersebut dilihat 
dari penelitian-penelitian terdahulu. 
Berdasarkan kajian pustaka terkait beberapa penelitian terdahulu, 
penelitian mengenai Kaum Difabilitas memang sudah banyak dilakukan. Sudah 
banyak penelitian kualitatif yang membahas mengenai aspek ketenagakerjaan 
kaum difabel. Sudah pernah ada penelitian terhadap pekerja difabel di 
perusahaan dikaji dengan pendekatan studi kasus. Akan tetapi, penelitian 
kualitatif mengenai Hubungan Industrial pada Perusahaan Jasa dari Kalangan 
Difabilitas dikaji dengan Teori Pierre Bourdieu melalui pendekatan studi kasus 
belum pernah dilakukan. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian 
sebelumnya. Jadi penelitian ini sifatnya adalah sebagai sumbangan dan 
pengembangan pengetahuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 
Dilihat dari data di atas, permasalahan utama bagi para difabel adalah 
perihal ketenagakerjaan, baik dalam kaitan hak memperoleh pekerjaan, 
permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja bagi difabel, perlindungan 
terhadap difabel, dan keterbatasan kaum difabel sehingga jauh dari aksesibilitas 
terutama dalam hal pekerjaan. Di Kota Yogyakarta dengan angka difabilitas 
cukup tinggi juga masih terkendala terkait penyaluran tenaga kerja difabel. Jika 
dilihat dari data jumlah pekerja difabel di Yogyakarta terbilang masih sangat 
minim penyandang difabel terlibat di dunia industri, baik industri barang 
maupun industri jasa. Hal ini juga dialami pada kaum difabel di Yogyakarta 
yang hendak mendaftarkan diri pada salah satu perusahaan jasa yang bergerak di 
bidang transportasi darat umum, ojek online yang saat ini tengah menjadi hits di 
kota metropolitan Jakarta. Perusahaan tersebut tidak menerima mereka karena 
terdapat persyaratan yang menyebutkan mereka tidak sesuai kualifikasi. 
Kemudian, muncul inisiatif dari salah seorang difabel yaitu, Pak Triyono, yang 
berkeinginan membangun sendiri sebuah usaha jasa yang menyerupai 
perusahaan jasa ojek online di Jakarta, namun didirikan di Yogyakarta. Pak 
Triyono yang juga seorang difabel merasa iba pada nasib teman-temannya dari 
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kalangan difabel fisik yang sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk 
menafkahi keluarganya. Maka dari itu, muncul ide untuk membangun sebuah 
perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi darat umum yaitu, ojek 
difabel, yang saat ini dikenal dengan nama Perusahaan “Difa City Tour dan 
Transport” yang pengemudi armadanya terdiri dari kalangan difabilitas. 
Perusahaan “Difa City Tour dan Transport” yang selanjutnya disingkat DCTT, 
merupakan sebuah perusahaan industri jasa dari kalangan difabilitas yang 
bergerak di bidang transportasi darat umum jenis ojek online, yang hanya satu-
satunya dimiliki Negara Indonesia dan berada di Yogyakarta. Belum ada 
perusahaan industri jasa transportasi ojek online dari kalangan difabilitas 
sebelumnya. Pendiri perusahaan yaitu, Pak Triyono sendiri pun mengatakan 
bahwa gagasannya ini merupakan satu-satunya dan baru ada di Yogyakarta dan 
belum ada di tempat lain. Pak Triyono selaku pimpinan DCTT merupakan 
penyandang difabilitas fisik di kedua kakinya karena serangan virus polio sejak 
umur dua tahun. Begitu pula seluruh karyawan di dalam DCTT selaku 
pengemudi ojek DCTT merupakan penyandang difabilitas fisik (tuna daksa). 
Inisiatif menciptakan perusahaan jasa ojek difabel tersebut tidak semata-
mata hanya karena teman-temannya tidak bisa diterima pada salah satu 
perusahaan jasa ojek online di Jakarta saja, akan tetapi juga karena selama ini 
nasib para kaum difabel di Yogyakarta dalam hal pekerjaan masih terbilang 
rendah dan terdapat beberapa permasalahan, antara lain: Pemerintah berkali-kali 
mengumpulkan para kaum difabel, diberi pesangon, tetapi tidak diberi pekerjaan 
untuk bisa menafkahi keluarga; Berbagai aspirasi ditampung, tetapi belum ada 
solusi; Ada pelatihan, namun kurang follow up. Maka dari itulah, muncul 
inisiatif untuk mendirikan lapangan pekerjaan bagi kalangan difabel yang juga 
dari hasil pemikiran dan kreatifitas Pak Triyono bersama teman-temannya yang 
terdiri dari kalangan difabel pula. Tujuan diadakannya Perusahaan Jasa DCTT 
ini adalah untuk sumber penghasilan dan pekerjaan tetap bagi para kaum difabel, 
agar mereka juga dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari serta dapat 
menafkahi keluarganya. 
Menarik bagi peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai 
keberadaan Perusahaan Jasa DCTT tersebut. Dilihat dari Sumber Daya Manusia 
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(SDM)-nya terbilang cukup rendah, selain itu, juga belum ada solusi dari 
pemerintah terhadap para difabel khususnya di Kota Yogyakarta terkait 
penyaluran kerja. Kendaraan yang digunakan adalah motor roda dua, namun 
kemudian dimodif terlebih dahulu menjadi motor roda tiga yang nantinya akan 
digunakan bagi pekerja difabel untuk usaha ojek. Selain itu untuk memodif 
motor agar seperti yang diharapkan juga membutuhkan tenaga reparasi motor 
yang mau untuk menangani permasalahan modif motor, dan juga mereparasi 
ketika sewaktu-waktu motor yang digunakan untuk usaha dalam keadaan rusak 
atau perlu untuk di-service. Tidak semua bengkel menerima dan mau untuk 
mereparasi motor tersebut, maka untuk itu Pak Triyono selaku direktur 
perusahaan memiliki bengkel langganan tersendiri untuk mereparasi motor 
ketika motor sedang rusak. Selain itu, untuk para karyawannya semua dari 
kalangan difabel, dan saat ini baru tersedia 20 armada walaupun semua 
anggotanya terdapat 40 orang. Karena tidak semua kaum difabel bisa 
mengendarai sepeda motor dengan baik, maka dari itu perlu adanya pelatihan 
dan pembekalan terlebih dahulu sebelum benar-benar siap terjun ke lapangan 
untuk bekerja sebagai tukang ojek. Saat ini  Perusahaan Jasa DCTT memiliki 
sebuah forum di media sosial, dan bisa melakukan pemesanan ojek melalui 
online di smartphone. 
Bagaimana hubungan yang terjalin antara Pak Triyono selaku direktur 
dengan para pekerjanya pada Perusahaan Jasa DCTT? Bagaimana hubungan 
perusahaan dengan pemerintah dan bagaimana pemerintah menyikapi 
keberadaan Perusahaan Jasa DCTT? Bagaimana pihak Dinas Sosial khususnya 
yang menangani permasalahan difabilitas menyikapi adanya Perusahaan Jasa 
DCTT dan bagaimana tanggapan atau adakah peran serta Dinas Sosial Kota 
Yogyakarta  terhadap adanya perusahaan dari kalangan difabel tersebut, yang 
notabene pemerintah saat ini kesulitan dalam hal membuka lapangan pekerjaan 
bagi para kaum difabel? Bagaimana pihak Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi) Kota Yogyakarta menanggapi keberadaan Perusahaan Jasa 
DCTT serta adakah wujud peran serta dari Disnakertrans terhadap perusahaan 
tersebut, khususnya dalam hal ketenagakerjaan bagi kaum difabel? Bagaimana 
pihak Dinas Perhubungan menanggapi keberadaan Perusahaan Jasa DCTT serta 
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adakah peran serta pihak Dishub Kota Yogyakarta khususnya terkait bidang 
transportasi darat umum dalam melihat transportasi umum baru yaitu dengan 
hadirnya sebuah ojek motor dari kalangan difabel? Bagaimana pula pandangan 
dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta terkait hadirnya sarana transportasi 
wisata ojek online dari kalangan difabel yaitu dari Perusahaan Jasa DCTT di 
tengah-tengah masyarakat Kota Yogyakarta? Bagaimana pihak Kepolisian 
Daerah Kota Yogyakarta menanggapi keberadaan ojek motor dari kalangan 
difabel, mungkin terkait segala peraturan lalu lintas bagi kelompok difabilitas 
kota Yogyakarta seperti, surat ijin mengemudi kaum difabel, motor modifikasi 
yang digunakan sebagai usaha ojek kaum difabel, rambu-rambu khusus bagi 
kaum difabel yang berkaitan dengan alat transportasi, dan lain sebagainya yang 
terkait kepentingan pihak kepolisian dalam menanggapi kinerja dari Perusahaan 
Jasa DCTT? Bagaimana hubungan Perusahaan Jasa DCTT dengan masyarakat 
umum, baik selaku konsumen maupun dari kalangan organisasi/ paguyuban/ 
kelompok difabel dan/atau para pemerhati kaum difabel di Yogyakarta, serta 
dengan para usahawan lainnya seperti bengkel dan lain sebagainya yang 
merupakan bagian dari masyarakat Yogyakarta pada umumnya? Bagaimana pola 
hubungan mereka dilihat dari aspek habitus, dan modal apa saja yang menjadi 
landasan Perusahaan Jasa DCTT, baik modal ekonomi, modal sosial, modal 
budaya, maupun modal simbolik, sehingga perusahaan dapat berjalan dan 
menjadi bagian dalam dunia industri khususnya pada industri jasa? 
Beberapa pertanyaan di atas digunakan peneliti sebagai pendukung untuk 
menggali lebih jauh mengenai praktik hubungan industrial pada Perusahaan 
DCTT yang notabene merupakan perusahaan dari kalangan difabilitas Kota 
Yogyakarta. Namun, lebih spesifiknya, fokus dalam penelitian ini adalah untuk 
mengungkap dan mengeksplorasi mengenai hubungan industrial di dalam 
perusahaan yaitu, hubungan industrial antara pimpinan perusahaan dengan para 
karyawan atau para pekerja pada Perusahaan DCTT. 
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Praktik Sosial Komunitas 
Difabel ‘Difa City Tour dan Transport’ dalam Proses Hubungan Industrial 
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(Studi Kasus pada Perusahaan Industri Jasa Kreatif Ojek Online Kalangan 
Difabilitas Berbasis Komunitas di Yogyakarta)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah dan penjelasan singkat di atas, 
maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Karakteristik Kelompok Difabel pada Perusahaan ‘Difa City 
Tour dan Transport’? 
2. Bagaimana Hubungan Pimpinan dan Karyawan pada Perusahaan ‘Difa City 
Tour dan Transport’ di Yogyakarta? 
3. Bagaimana Praktik Sosial yang Terbentuk dari Kelompok Difabel pada 
Perusahaan ‘Difa City Tour dan Transport’ dalam Proses Hubungan 
Industrial? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka 
tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui karakteristik kelompok difabel pada Perusahaan ‘Difa City 
Tour dan Transport’. 
2. Menganalisis Hubungan Pimpinan dan Karyawan pada Perusahaan ‘Difa 
City Tour dan Transport’ di Yogyakarta. 
3. Menganalisis Praktik Sosial yang terbentuk dari kelompok difabel pada 
Perusahaan ‘Difa City Tour dan Transport’ dalam proses Hubungan 
Industrial. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Setelah dilakukannya penelitian ini, hasil dari penelitian diharapkan 
dapat bermanfaat untuk: 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk: 
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a. Sebagai sumbangan pengetahuan dan pengembangan teori Praktik 
Sosial, Habitus dan Modal Sosial yang digunakan untuk menganalisis 
proses Hubungan Industrial pada sebuah Perusahaan Jasa Kaum 
Difabilitas. 
b. Sebagai sumbangan pengetahuan dan pengembangan mengenai konsep 
Hubungan Industrial, baik hubungan antara pimpinan dengan karyawan, 
maupun hubungan perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat, pada 
sebuah Perusahaan Jasa Kaum Difabilitas. 
c. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang suatu 
proses Hubungan Industrial pada Perusahaan Jasa Kaum Difabilitas 
dengan kajian teori Habitus dan Modal Sosial dalam Praktik Sosial 
Pierre Bourdieu. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat: 
a. Sebagai gambaran tentang Karakteristik, Modal Sosial, dan Pola Habitus 
para penyandang Difabilitas fisik pada Perusahaan Jasa “Difa City Tour 
dan Transport” dalam Praktik Hubungan Industrial. 
b. Berguna bagi pengembangan Perusahaan Jasa “Difa City Tour dan 
Transport” Yogyakarta, memberi penjelasan mengenai hubungan antara 
pihak pimpinan dan karyawan di dalam perusahaan, serta memberi 
penjelasan mengenai hubungan antara pihak Perusahaan Jasa “Difa City 
Tour dan Transport” dengan Pemerintah terkait, dan juga masyarakat 
umum. 
c. Berguna bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
terkait perusahaan jasa ojek online bagi masyarakat luas pada umumnya 
dan bagi kalangan penyandang difabilitas pada khususnya. 
d. Berguna untuk memberikan pengetahuan bagi kalangan difabel di 
seluruh Indonesia terkait peluang kerja yang dapat diterapkan atau 
diimplementasikan mengenai industri jasa ojek difabel. 
e. Berguna bagi pemerintah, untuk membantu mengatasi permasalahan 
dunia kerja bagi rakyat difabel, dan penelitian ini dapat digunakan 
sebagai barometer untuk menciptakan peluang usaha sebagai sarana 
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dalam mencetak lapangan pekerjaan bagi masyarakat penyandang 
difabilitas, selain itu sebagai tolak ukur dalam menciptakan peluang 
usaha kreatif lainnya, khususnya bagi kalangan difabilitas di seluruh 
Indonesia. 
 
